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BABI
2 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pelaksanaan
pembangunan nasional, karena kualitas dan peran sumber daya manusia secara
besar yang akan menentukan arah serta tujuan dan keberhasilan dari
pembangunan nasional. Pembangunan terhadap ketenagakerjaan merupakan
bagian dari pengembangan pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka
menjalankan roda pembangunan di negara tercinta Indonesia ini. Indonesia adalah
negara yang besar yang mempunyai jumlah penduduk yang juga sangat besar.
Dengan kata lain, Indonesia mempunyai jumlah sumber daya manusia/tenaga
kerja yang sangat banyak, sehingga merupakan suatu kekuatan yang besar untuk
melakukan pembangunan. Akan tetapi banyaknya sumber daya manusia/tenaga
kerja yang ada harus juga diimbangi dengan banyaknya lapangan usaha atau
tempat bekerja. Karena apabila tenaga kerja lebih banyak dari lapangan kerja,
maka akan timbul pengangguran yang justru akan berdampak buruk dan
memberatkan bagi perekonomian negara. Bidang ketenagakerjaan diantaranya
mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja, dimana
pemberi kerja memberikan perintah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh
pekerja, dan pekerja akan diberi upah sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang
telah dilakukannya.

Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk
mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan tersebut, sescorang pasti akan
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baik hubungan industrial maka biasanya juga berdampak dengan semakin baiknya
perkembangan dunia usaha. 2

Perkembangan ekonomi global dan teknologi yang demikian cepat
membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan secara efek
domino juga berdampak terhadap bidang ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat
dengan banyaknya terjadi gejolak dalam bidang dunia usaha dan ketenagakerjaan
sebagai dampaknya. Keadaan tersebut semakin terlihat jelas setelah terjadinya
krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 di negara tercinta Indonesia ini,
dimana banyak perusahaan yang akhirnya kesulitan dalam bidang permodalan dan
bahkan banyak yang akhirnya bangkrut dan menutup usahanya. Dengan
sendirinya hal ini juga mempengaruhi terhadap bidang ketenagakerjaan, yaitu
dengan bertambah banyaknya pengangguran yang terjadi, baik sebagai akibat
revitalisasi perusahaan sebagai akibat kurangnya modal melalui pengurangan
jumlah karyawan ataupun akibat penutupan usaha itu sendiri.

Di samping itu jumlah pekerja yang semakin bertambah tiap tahunnya
tidak diikuti dengan bertambahnya ketersediaan lapangan kerja, sehingga akhirnya
malah membuat jumlah pengangguran menjadi semakin banyak, yang tentunya
baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap penurunan
pertumbuhan el;onomi. Selain itu banyaknya jumlah orang yang tidak bekerja atau
penganggur an juga menimbulkan masalah dan dampak yang sangat besar. Karena
dengan banyaknya pihak yang menganggur berarti lapangaﬁ kerja yang tersedia
sedikit dan berarti juga unit produksi yang ada juga sedikit. Sedikitnya produksi
tentu akan menurunkan pertumbuhan perekonomian secara umum. Menurunnya

pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya berdampak terhadap jumlah kemiskinan
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Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada waktu sekarang ini, tujuan dari reformasi
peraturan hukum di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap pekerja serta untuk
memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melakukan
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya, dan untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri
tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata
baik materil belum berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Penyebab terjadinya akibat tersebut terdapat berbagai faktor, antara lain
adalah perkembangan perekonomian yang demikian cepat. Sehingga perusahaan
dituntut untuk memberikan pelayanan yang serba lebih baik, akan tetapi dengan
biaya yang lebih murah sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-
besarnya. Akibatnya banyak perusahaan yang mengubah struktur manajemennya
menjadi lebih efektif dan efisien, serta biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam
melakukan kegiatan produksinya lebih kecil, dimana salah satunya adalah dengan
memborongkan pekerjaan kepada pihak lain atau dengan cara mempekerjakan
pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).’

Sebenarnya tidak ada larangan hukum bagi perusahaan untuk menerapkan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),V karena semua itu sudah diatur secara
jelas dan tegas oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dikenal dua bentuk perjanjian kerja yang berdasarkan

waktu, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

ndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Hal yang menimbulkan permasalahan adalah banyaknya terjadi pelanggaran
dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di mana
banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan aturan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), atau dengan kata lain Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai atau bahkan tidak mengacu kepada
aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangdiatur dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam prakteknya di lapangan, selain penerapan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sistem Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan juga sangat merugikan pekerja.
Sebagai contoh banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan memakai
pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk
mengerjakan pekerjaan yang bersifat tetap atau permanen di perusahaan.

Kerugian lain mengenai penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) adalah selain tidak memberikan kepastian terhadap hubungan
kerja yang ada juga upah kerja yang diberikan lebih murah serta kurangnya
bahkan tidak ada perhatian sama sekali dari Perusahaan, karena status pekerja
hanya sebagai karyawan tidak tetap dan hanya bekerja untuk jangka waktu
sebentar saja. Yang lebih berbahaya lagi dalam beberapa waktu belakangan ini,
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah menjadi semacam trend bagi
pengusaha untuk menekan biaya pekerja (labour cost) demi mendapatkan

keuntungan yang lebih besar.
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Hal ini disebabkan apabila dalam penerapan sistem Perjanjian KerjaWaktu
Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentunya mempunyai
dampak yang kurang baik terhadap pembangunan ketenagakerjaan, yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja sebagai
bagian dari pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yz;ng penulis kemukakan di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan sistem
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam dunia usaha yang akan
dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

Perlindungan Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan (Study Kasus Koperasi Mitra Sejati “Sahabat UKM”)

A. Pengertian dan Penegasan Judul

seperti kita ketahui bahwa skripsi mempunyai judul yang harus ditegaskan dan
diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang
berbeda-beda dari judul skripsi, dimana judul skripsi yang dimaksud adalah
Perlindungan Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Study Kasus Koperasi Mitra Sejati “Sahabat UKM”)
Untuk lebih jelas, maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini

secara kata demi kata, sebagai berikut :
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B. Alasan Pemilihan Judul
oleh karena itu saya selaku penulis percaya bahwa, hasil dari skripsi ini
akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan publik untuk meninjau kembali
atau bahkan menginformasikan sistem hukum ketenagakerjaan yang ada dan
berlaku di Negara Republik Indonesia, karena kepincangan-kepincangan dalam
komponen substansi, struktur dan kulturalnya menimbulkan dampak cukup
luas bagi masyarakat khususnya masyarakat pekerja dan dunia usaha serta

upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum ketenagakerjaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisi secara
mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul :
Perlindungan Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Ditinjau dari Undang-undang Womor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan (Study Kasus Koperasi Mitra Sejati “Sahabat UKM”).

C. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang penulis
rumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan bagi pekerja Koperasi Mitra
Sejati “Sahabat UKM™ dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Mitra Sejati
“Sahabat UKM” dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) terhadap pemberian perlindungan pada pekerjanya dan
bagaimana solusinya ?
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D. Hipotesa
Hipotesa yang diajukan atas judul diatas adalah :

1. Proses Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menurut Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Koperasi Mitra Sejati
“Sahabat UKM™ diawali dengan adanya perjanjian kerja terlebih dahulu
antara perusahaan yang melakukan penempatan kerja secara orang
perorangan.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan oleh
Koperasi Mitra Sejati “Sahabat UKM”  dilakukan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  dengan
diutamakan terhadap hak dan kewajiban para pekerja. salah satunya hak
para pekerja dalam mendapatkan perlindungan dalam hubungan kerja yang
ada. Yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para pekerja sebagai
bagian dari sumber daya manusia di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan pekerja yang diberikan oleh
Koperasi Mitra Sejati “Sahabat UKM” dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Mitra
Sejati “Sahabat UKM™ dalam pelaksanaan sistem Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan pemberian perlindungan bagi pekerja dengan sistem

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta untuk mengetahui
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solusinya yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Sejati ‘Sahabat UKM’
untuk kesejahteraan pekerjanya.
F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suwatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada

khususnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

2. Studi Lapangan (Field Research)

3. untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai adalah
tergantung pada judul skripsi yang bersangkutan. Adapun metode
pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu Studi Kepustakaan (Library
Research) dan Studi Lapangan (Field Research)

1. Studi Kepustakaan (Library Research) dimana penulis membaca buku-
buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip
pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi.

2. Studi Lapangan (Field Research), mengadakan wawancara dan
mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dan mendukung
penyusunan data didalam skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis

membuat sistematika penulisan (gambaran isi) secara singkat mulai dari

Bab 1 sampai dengan Bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan

antara bab yang satu dengan bab lainnya. Sistematika Penulisan yang

dimaksud adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA 12

Document Accepted 20/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%'%i&ym% SEP%%%?M.ﬁFﬁg.ac.id]20/8/24-



Enzi Febrianti - Perlindungan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)....

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Pengertian, Syarat
Sahnya, Unsur-unsur dan Asas-asas Perjanjian pada umumnya, Pengertian
Perjanjiaﬁ Kerja, Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja, Syarat Sahnya
Perjanjian Kerja, Bentuk Perjanjian Kerja, Jenis Perjanjian Kerja, Isi
Perjanjian Kerja, Berakhirnya Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum
Terhadap Pekerja, Pengertian Perlindungan Hukum.

Bab III : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Dalam bab ini akan divraikan mengenai Metode Pendekatan, Spesitikasi
Penelitian, Populasi dan Sampel, Lokasi Penelitian, Jenis, Sumber dan
Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Bab 1V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pelaksanaan perlindungan pekerja
dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKW'T’) menurut Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Kendala-kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan PKWT terhadap pemberian perlindungan
pekerja dan solusinya.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi
kesimpulan yang benar dari permasalahan, kemudian yang terakhir penulis

memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan
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Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu
perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (dwang), unsur kekeliruan
(dwaling), atau unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk
dibatalkan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya bahwa pihak-pihak yang- membuat perjanjian tersebut
merupakan orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang
dianggap cakap oleh atau menurut hukum. Orang yang di luar ketentuan Pasal
1330 KUHPerdata dianggap cakap untuk melakukan perbutan hukum. Pasal 1330
KUHPerdata menyebutkan, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang-orang yang belum dewasa;

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksudkan dengan “suatu hal tertentu” dalam persyaratan ketiga
syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian itu sendiri.
Menurut  ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata):

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling

sedikit ditentukan jenisnya.”
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Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu
terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.
d. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu, bahwa isi dari perjanjian
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama,

kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Unsur-Unsur Perjanjian
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah:
a. Ada pihak yang saling berjanji;
b. Ada persetujuan;
¢. Ada tujuan yang hendak dif:apai;
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan
obyek perjanjian;
e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis);
f. Ada syarat tertentu, yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi obyek

perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

4. Asas-Asas Perjanjian
Asas-asas dalam perjanjian adalah :
a. Asas kebebasan berkontrak.
Maksudnya setiap orang bebas mengadakan suvatu perjanjian berupa apa
saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Kebebasan

berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian.
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BAB 111

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

B. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada
umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang
membedakannya dengan perjanjian yang ]ain. Namun seluruh jenis perjanjian
memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis
perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subyek serta obyek
yang diperjanjikan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Ketentuan dan syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak
berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Dalam
hal ini tercantum asas “kebebasan berkontrak™ (idea of freedom of contract), yaitu
seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa
yvang terjadi antara mereka dalam perjanjlan itu serta seberapa jauh hukum

mengatur hubungan antara para pihak.

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja diatur secara khusus pada Bab VII KUHPerdata tentang
persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut Pasal 1601
KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
dimana pihak yang satu, pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang
lain, majikan, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima upah.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja
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dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan

kewajiban para pihak.]5

2. Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan keterangan pengertian perjanjian kerja di atas dapat
disimpulkan, bahwa yang dinamakan Perjanjian Kerja harus memenuhi
persyaratari—persyaratan sebagai berikut -
a. Adanya pekerjaan

Pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak
penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual).
Di dalam suatu perjanjian Kerja tersebut haruslah ada svatu pekerjaan yang
diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian
tersebut. Pekerjaan mana, yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah
berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja."’
b. Adanya unsur di bawah perintah

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi
adanya perjanjian tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu
pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain, yaitu
atasan. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa si pekerja dalam
melaksanakan pekerjaannya berada di bawah wibawa orang lain, yaitu atasan.
Mengenai seberapa jauh unsur “dibawah perintah® ini diartikan, tidak ada

pendapat yang pasti tetapi bahwa dalam perjanjian kerja, unsur tersebut harus ada,

15
Sentosa Sembiring, Op. Cit, hal 17

- Djumadi, Hukum Perburuhun Perjunjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal 28
Tim Pengajar, Buku Ajar ; Hukum Perbaruhan, Buku A, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 68,
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4. Bentuk Perjanjian Kerja

Dalam pembuatan perjanjian kerja tidak ditentukan bentuk tertentu, jadi
dapat dilakukan secara lisan dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan dan
tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan dapat dilakukan secara
tertulis, yaitu dalam bentuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah
pihak dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. |

Mengenai bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada ayat (1) disebutkan
: perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian jelas bahwa
bentuk perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dilakukan
secara lisan, namun lebih dianjurkan untuk dibuat secara tertulis demi
mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.. Hal yang sama juga
ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat
secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan
perjanjian kerja dibuat secara lisan.

Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan diatur: “Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis
sekurang-kurangnya memuat” :

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;

4. 'Tempat pekerjaan;
5

Besarnya upah dan cara pembayarannya;
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Untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam
Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
hanya didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan
tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu perjanjian
kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu :

I) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan\baru atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

b. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Sedangkan untuk perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT)
dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa
percobaan ini pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang
berlaku. Apabila masa percobaan telah dilewati, maka pekerja langsung menjadi
berstatus pekerja tetap. Dengan status tersebut pekerja memiliki hak sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama.

6. Isi Perjanjian Kerja
Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja. Ini berkaitan

dengan pekerjaan yang diperjanjikan.
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Perjanjian kerja pada dasarnya memuat pula ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban pekerja serta hak
dan kewajiban Perusahaan. Ketentuan ini dapat pula ditetapkan dengan peraturan
Perusahaan, yaitu peraturan yang secara sepihak ditetapkan oleh peraturan
perusahaan dan dapat pula diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB).

7. Berakhirnya Hubungan Kerja

Mengenai berakhirnya hubungan kerja dalam kesepakatan kerja dapat ferjadi

karena :

Pekerja meninggal dunia, dengan pengecualian jika yang meninggal dunia

pihak pengusaha, maka kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir.

Bahkan suatu kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir walaupun

pengusaha jatuh pailit;

A. Demi hukum, yaitu karena berakhirnya waktu atau obyek vang
diperjanjikan atau disepakati telah lampau;

B. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

C. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisthan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap atau Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian

kerja bersama yang menyebabkan berakhimya hubungan kerja.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

1. Pengertian Perlindungan Hukum
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undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk
perlindungan tersebut adalah seperti penyediaan aksesibilitas,

pemberian alat kerja dan pelindung diri.

b. Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu
hak dari pekerja seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi
dengan sistem manajemen perusahaan. Perlindungan ini bertujuan untuk
melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja vang
optimal, dengan cara pencegahan keceflakaan dan penyakit akibat kerja,
pengendalian cahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan

rehabilitasi.

c. Perlindungan atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur pada
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, adalah suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan
berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal

dunia.
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Perlindungan ini merupakan perlindungan ekonomis dan perlindungan
sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat
(2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 15 serta Pasal 16 Undang-undang Nomor

3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

¢. Perlindungan atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur pada
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, adalah suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan
berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh
pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal
dunia.

Perlindungan ini merupakan perlindungan ekonomis dan perlindungan
sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat
(2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 15 serta Pasal 16 Undang-undang Nomor

3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

d. Perlindungan atas Upah

Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan
pekerja. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
“setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
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yang berkaitan dengan perjanjian kerja, demi meningkatkan perlindungan
terhadap para pekerja pemerintah sebaiknya membuat format perjanjian
kerja waktu tertentu secara baku, dan untuk kendala yang berkaitan dengan
pengawasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas diberikan kewenangan
untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi
pada pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan
oleh perusahaan, sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera

terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

1. Pada setiap kontrak kerja yang memakai sistem Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) hendaknya dibuatkan premisnya atau latar belakang, yaitu
semacam penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga terhadap
setiap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat menjadi jelas bagi
pekerja, atau mengenai pengaturan persyaratan jenis dan sifat pekerjaan yang
selama ini diatur oleh pemerintah, hendaknya diserahkan saja kepada

kebutuhan para pihak.

2. Hak-hak yang didapatkan pekerja kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) tetap menerima berbagai tunjangan dan fasilitas sebagaimana yang
diterima oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
(PKWTT), maka sebaiknya upah yang diberikan kepada pekerja dengan sistem
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) lebih ditingkatkan atau disesuaikan

dalam bentuk semacam upah minimum bagi pekerja dengan sistem perjanjian
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